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Abstract: Religious symbols are widely used in legislative elections. Religious symbols are used for the purpose of seeking the 
sympathy of participants. Religious symbols are symptoms or markers used by humans to show the existence and characteristics 
of a religion. Turner (1966) states that realism is a religious symbol. Research formulation What are the religious symbols in the 
legislative election process that has been held? Do the religious symbols in the Legislative Election process in Bengkulu Province 
in 2019 contradict the study of the Republic of Indonesia Law No. 07 of 2017 on general elections? This type of research is 
qualitative. Data collection uses field research techniques. Data collection uses to decide which direction this research is going 
by interviewing informants. This research concludes that the use of language, religious sentences and religious symbols in the 
Legislative Election process in Bengkulu Province in 2019 (Study of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017) 
concerning General Elections does not contradict the law in the implementation of the 2019 simultaneous elections. 
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Abstrak: Simbol agama banyak digunakan dalam pemilihan umum legislatif, simbol-simbol agama yang digunakan tujuanya 
adalah untuk mencari simpat partisipan. simbol agama adalah gejala atau penanda yang digunakan manusia untuk menunju-
kan keberadaan serta ciri tertentu suatu agama. Turner (1966) menyebutkan bahwa realisme simbol agama. Rumusan pene-
litian Bagaimana simbol-simbol agama dalam proses pemilihan legislatif yang telah diselenggarakan ?. Apakah simbol-simbol 
agama dalam proses Pemilihan Legislatif Di Provinsi Bengkulu Tahun 2019 bertentangan Studi undang-undang republik in-
donesia No 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum?. Jenis Penelitian ini Kualitatif Pengumpulan data menggunakan teknik 
penelitian lapangan pengumpulan data menggunakan untuk memutuskan ke arah mana penelitian ini dengan cara mewawan-
cara informan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan bahasa, kalimat agama dan simbol-simbol agama dalam 
proses Pemilihan Legislatif di Provinsi Bengkulu Tahun 2019 (Studi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017) 
tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-undang dalam pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2019.
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Pendahuluan
Simbol agama banyak digunakan dalam pemili-
han umum legislatif, simbol-simbol agama yang digu-
nakan tujuanya adalah untuk mencari simpat partisi-
pan. simbol agama adalah gejala atau penanda yang 
digunakan manusia untuk menunjukan keberadaan 
serta ciri tertentu suatu agama. Turner (1966) menye-
butkan bahwa realisme simbol agama.4 Dengan real-
isme simbol agama sering dimaknai sebagai nilai-nilai 
simbolik, maka realisme simbol dalam agama sering 
di hadapkan dengan praktek keagamaan yang dianut 
oleh kelompok pengguna agama, karena d kenyatan-
ya praktek keagama yang berkembang dalam masyr-
akat bisa bervariasi sesuai dengan kelompok atau 
kelas sosial. Selanjutnya turner menjelaskan bahwa 
kelompok yang menamakan diri sebagai kelompok 
rasional seperti masyrakat Amerika lebih mengutama-
kan sisi praktek keagamaan dibanding aspek simbol 
agama.3 Sementara pada masyrakat yang lain, prak-
1muhammadigbalphr@gmail.com , Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.
2Dosen Pembimbing I
3Dosen pembimbing II
tek keagamaan bisa berjalan dengan cara yang ber-
beda sesuai dengan pola persepsi masyarakat terse-
but terhadap nilai-nilai simbol agama.Anggota Badan 
Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Romo Benny 
Susetyo menambahkan, politisasi simbol agama tidak 
hanya di Indonesia. Menurutnya, sekarang terjadi 
politik pembelahan, sehingga secara ideologis ter-
jadi pemecahan. Bahkan, antar teman terjadi konflik 
gara-gara agama digunakan sebagai alat politik. “Ini 
berbahaya. Yang penting sekarang, bagaimana media 
mencoba mengajak masyarakat untuk memiliki bu-
daya kritis. Bagaimana media mendidik masyarakat 
tidak lagi menggunakan politisasi agama.5
Dalam kaitanya dengan simbol keagamanya, 
Geert. 6mengatakanya bahwa agama adalah: 1) 
sistem simbol yang bertindak 2) membangun suasana 
hati dan motivasi yang kuat, meresap, dan panjang 
3) merumuskan konsepsi tatanan eksistensi umum 
4) pakaian ini. sampaikan bersifat tidak permanen, 
namun karena televisi memiliki karakter visual auditif 
maka tidak menutup kemungkinan bahwa pesan-pe-
san yang disampaikan bisa menimbulkan efek terten-
tu bagi pemirsanya.dengan mengambil teori madzab 
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Frankfurt tentang selera konsumen, maka bisa dikata-
kan bahwa efek yang ditimbulkan oleh televisi sesung-
guhnya bukan semata-mata terletak pada jenis dan 
sifat pesan yang disampaikan tetapi lebih pada pola 
konsumsi yang dimiliki masyrakat. 
Maraknya penggunaan simbol agama sebagai alat 
untuk melegitimasi suatu tindakan politik patut di-
hentikan. Praktik itu dikhawatirkan akan membawa 
masyarakat Indonesia semakin terbelah dan melupa-
kan esensi agama itu sendiri. Sekretaris Jenderal PP 
Pemuda Muhammadiyah Dzul Fikar Ahmad menya-
takan penggunaan simbol-simbol agama dalam keg-
iatan politik beberapa tahun terakhir terjadi lantaran 
praktik politik di Indonesia tak lagi mengedepankan 
nalar atau adu gagasan. Dunia politik di Indonesia 
dianggapnya telah dibawa segelintir elite ke arah 
pertarungan rasa. Hal itu mengakibatkan perdeba-
tan soal politik kerap tanpa isi. Ketiadaan substansi 
itu mengakibatkan orang menjual simbol-simbol ter-
tentu untuk menunjukkan kekuatannya, hal itu men-
jadi pintu masuk bagi digunakannya simbol-simbol 
agama dalam praktik politik. penggunaan simbol itu 
diiringi dengan hilangnya proses dialektik.7 Islam mer-
upakan agama yang disampaikan menggunakan sim-
bol-simbol yang bersifat permanen doktrinal Secara 
doktriner, Islam bersifat elitis dalam arti bahwa secara 
normatif kompetensi untuk menyampaikan ajaran ini 
menjadi wilayah orang-orang yang diagap memenuhi 
kriteria tertentu. Secara pragmatis proses penyebaran 
ajaran Islam tidak selamnya berbanding lurus dengan 
bagaimana Islam diwacanakan secara doktriner. Da-
lam praktiknya, penyebaran Islam dilakukan setelah 
melalui beberapa tahapan interprestasi. 
Seiring dengan dinamika masyrakat serta perkem-
bangan teknologi komunikasi penyebaran ajaran Is-
lam tidak cukup jika hanya dilakukan dengan cara 
melalui tatap muka, tetapi memerlukan media. Salah 
satu ajaran media komunikasi modern yang banyak 
digunakan untuk menyebarkan ajaran ini adalah tele-
visi maka perubahaan makna semakin kelihatan kar-
ena televisi. Simbol-simbol keagamaan ini setidanya 
bisa dilihat dalam tayangan keagamaan yang dike-
mas dalam bentuk hiburan, khususnya dalam bentuk 
program sinetron. Bentuk analisasi simbol- simbol 
keagamaan dalam sinetron bisa dilihat dari adanya 
proses simplifikasi serta pendangkalan dalam men-
jelaskan sebuah doktrin ajaran, penggunaan atribut 
keagamaan, eksploitasi ayat-ayat suci, penggunaan 
dialog, dan penyerhanaan sebuah problem solving. 
Siti Solikhati menjelaskan bahwa ciri televisi dalam 
menayangkan program fiksi biasanya mengedepank-
an meta-story serta ideological reduction yang men-
gakibatkan terjadinya kebanalan.9
Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indone-
sia (MUI) se-Indonesia VI menyatakan penggunaan 
simbol-simbol agama untuk alat propaganda atau me-
mengaruhi massa demi kekuasaan, dilarang, Agama 
dan simbol keagamaan tidak boleh hanya dijadikan 
kedok untuk menarik simpati dan pengaruh dari umat 
beragama serta untuk mencapai tujuan meraih kekua-
saan semata,”Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun 
Niam Sholeh mengatakan simbol-simbol agama atau 
simbol-simbol budaya yang identik dengan simbol 
agama tertentu tidak boleh digunakan untuk menipu 
dan memanipulasi umat beragama agar bersimpati 
guna mencapai tujuan politik tertentu, tindakan terse-
but bertentangan dengan ajaran agama dan termasuk 
penodaan agama”, Ketua Sidang Pleno Ijtima Ulama 
Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang berlangsung di 
Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Namun bukan be-
rarti agama harus dipisahkan dengan politik. 
Islam menolak pandangan dan upaya yang memi-
sahkan antara agama dan politik karena Islam sebagai 
ajaran yang bersumber dari wahyu merupakan aja-
ran yang komperehensif, memiliki tuntunan kebajikan 
yang bersifat universal dan meliputi seluruh aspek 
kehidupan. Islam mencakup juga tatanan menge-
nai kehidupan berbangsa dan bernegara, mengatur 
masalah sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. 
Politik dan kekuasaan dalam Islam ditujukan untuk 
menjamin tegaknya syariat dan terjaminnya urusan 
dunia, Politik dalam Islam adalah sarana untuk men-
egakkan keadilan, sarana amar makruf nahi munkar 
dan sarana untuk menata kebutuhan hidup manusia 
secara menyeluruh. Karena itu, politik tidak boleh 
dipahami hanya sebagai sarana meraih kekuasaan 
tanpa memerhatikan etika dan moral keagamaan, 
terkait dengan tempat ibadah untuk bicara politik, 
tempat ibadah bukan hanya untuk kepentingan ritual 
keagamaan, melainkan harus dijadikan sebagai sara-
na pendidikan dan dakwah Islam termasuk masalah 
politik keumatan.10
Keberagaman agama yang ada di Indonesia da-
pat menjadi kesatuan apabila ada interaksi sosial 
yang positif, diantara setiap agama tersebut dengan 
syarat kesatuan harus dapat terus dijaga karena ke-
beragaman masyrakat itu sangat memungkinkan ter-
jadi di Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan 
keragaman Namun pascaruntuhnya Orde Baru dan 
bergulirnya Era Reformasi, benih-benih perpecahan 
agama di daerah mulai menyeruak dengan berla-
tarkan konflik kepentingan. Seiring diberlakukannya 
Otonomi Daerah, yang mengharuskan setiap daerah 
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mengupayakan pemberdayaan daerah masing-mas-
ing, berdampak pada kesenjangan potensi daerah 
yang kemudian menjadi persoalan krusial yang kerap 
menyulut konflik kepentingan. Kerusuhan agama sep-
erti yang terjadi di Sambas, Ambon, Papua, dan Aceh 
menjadi potret nyata tumbuhnya benih-benih gejolak 
di tengah-tengah keragaman masyarakat. Masing-
masing menunjukan rivalitasnya untuk mengedepank-
an kepentingan kelompoknya, baik ekonomi, sosial, 
budaya maupun politik.11 
Seperti halnya menurut Nordholt dan van Klinken, 
peralihan dari era Orde Baru ke era reformasi ini telah 
mengubah pandangan masyarakat Indonesia tentang 
identitas agama.12 Kebangkitan identitas di era Refor-
masi dimaknai dengan munculnya identitas kedaera-
han dan kesadaran politik baru untuk merestrukturi-
sasikan nilai-nilai kearifan lokal atas dasar primordial 
agama. Dalam konteks sosial budaya, kebangkitan 
identitas tercermin dari upaya memasukan nilai-nilai 
keetnisan ke dalam ranah birokrasi khusunya dalam 
peraturan daerah, pemekaran wilayah dan perjuan-
gan untuk mendapatkan otonomi khusus. Sementara 
itu dalam ranah keagamaan, muncul juga kebangki-
tan identitas yang terefleksi dalam aktualisasi nilai-
nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, 
seperti halnya bermunculan “perda syariah”, maupun 
upaya menjadikan sebuah kota identik dengan agama 
tertentu. Kemajemukan yang ada pada bangsa Indo-
nesia ini bahkan sudah menjadi simbol negara bangsa 
yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-be-
da tetapi tetap satu, baik itu kemajemukan dari etnis 
maupun agamanya. 
Dalam demokrasi arus lokal, terutama pada pemi-
lihan legislatif secara langsung dari tahun-tahun 
sebelumnya, telah menunjukan bahwa peran agama 
sangat mendominasi dan berpengaruh terhadap 
kandidat dalam menjaring masa untuk memperoleh 
kekuatan politik dalam mendapatkan dukungan dari 
masyarakat. Karena dalam konteks politik identitas, 
agama menjadi satu kekuatan yang penting untuk 
meraih kekuasaan. Oleh karena itu, ini merupakan 
basis kekuatan yang tidak bisa dibendung. 
Secara mayoritas, menurut hasil The World fact-
book tahun 2015, 85,2% dari 255.461.700 penduduk 
Indonesia adalah pemeluk agama Islam, dan lain dari 
pada itu adalah pemeluk Protestan (8,9%), Katolik 
(3%), Hindu (1,8%), Buddha (0,8%), dan lain-lain 
(0,3%)10. Seperti halnya di Bengkulu, yang memiliki 
1.884.788 jumlah penduduk. Jumlah agama yang di-
anut penduduk kota Bengkulu ada enam yaitu Islam 
(98,24%), Kristen (0,78%), Katholik (0,62%), Hindu 
(0,24%), dan Budha (0,11%), sementara pemeluk 
Konghucu kurang dari 0,01%.13 
Berbicara masalah agama dalam kontekstasi poli-
tik lokal, kota Bengkulu sendiri termasuk salah satu 
wilayah di tanah air yang masih sangat kental dengan 
fenomena politik agama. Fenomena politik agama ini 
berdampak dengan terwujudnya penggunaan etnis 
lokal -yang biasa dikenal dengan putra asli daerah- 
sebagai etnis pribumi asli dan penggunaan etnis pen-
datang di kota Bengkulu dalam ranah politik. Bahkan 
komposisi etnis mayoritas sering digunakan sebagai 
basis strategi politik yang digunakan oleh elit lokal un-
tuk mendapatkan dukungan suara dalam pemilihan 
legeslatif di bumi raflesia ini dalam satu dekade tera-
khir. Relevan dengan pemaparan di atas, agama oleh 
antropolog Malinowsky (1982) dikatakan sebagai dua 
entitas yang sampai saat ini, saat dunia menginjak era 
modern bahkan post modernisme akan menjadi salah 
satu perekat sekaligus ketegangan, kerengganan antar 
elemen dalam masyarakat yang paling berdampak. 
Etnisitas dan agama merupakan dua entitas yang ber-
sifat bagai pedang dua. Membuat integrasi sekaligus 
membuat disintegrasi antar anggota masyarakat. Ter-
lebih jika etnisitas dan agama dipahami secara sempit 
(narrow religion and ethnicity) akan dengan mudah 
mendorong adanya semangat gerakan perlawanan 
berdasarkan sentimen etnisitas dan agama tertentu. 
Undang-Undang pemilu Republik Indonesia No-
mor 7 Tahun 2017 menyatakan Pemilu dilaksanakan 
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur, dan adil. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Pe-
nyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu ber-
dasarkan pada asas sebagaimana dimaksud penye-
lenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. Mandiri, 
b. Jujur, c. Adil, d. berkepastian hukum; e. Tertib, f. 
Terbuka, g. Proporsional, h. Profesional, i. Akuntabel, 
j. efektif dan k. efisien. Pengaturan Penyelenggaraan 
Pemilu bertujuan untuk memperkuat sistem ketatane-
garaan yang demokratis, mewujudkan Pemilu yang 
adil dan berintegritas, menjamin konsistensi peng-
aturan sistem Pemilu, memberikan kepastian hukum 
dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu, 
dan mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien. 
Pemilihan Umum legislatif merupakan sarana peny-
aluran hak dipilih dan/atau memilih untuk menetap-
kan pemimpin secara langsung menurut prinsip-prin-
sip demokrasi, sekali dalam lima tahun. Hak memilih 
dan/atau dipilih yang dimiliki oleh rakyat tersebut ter-
9Siti Solihkhati dkk, Banalitas Simbol-Simbol Keagamaan dalam Sin-
etron Religi: Analisis Tayangan Sinetron “Bukan Islam KTP” DI sctv Jurnal 
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12Nordholt, Henk Schulte dan Gerry van Klinken, Politik Lokal di Indo-
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13Central Intelligence Agency, Indonesia – The World Factbook, 1 No-
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cantum secara tegas dalam UUD 1945, sehingga hak 
tersebut sejatinya adalah hak konstitusional yang wa-
jib difasilitasi oleh negara. Pemilihan umum legislatif 
adalah merupakan ajang pesta demokrasi dan per-
helatan bangsa, juga merupakan kerja sama kolektif 
nasional dan menjadi tanggung jawab bersama untuk 
menyukseskannya. 
Dalam upaya mewujudkan pemilihan umum yang 
berkualitas tentu salah satunya sangat ditentukan oleh 
penyelenggara pemilu yang profesional serta mem-
punyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas. Oleh-
nya itu penyelenggara pemilihan umum tahun 2019 
telah di fokuskan pada upaya meningkatkan kualitas 
persiapan, mengangkat partisipasi masyarakat dan 
telah menjamin pelaksanaan pemilihan umum se-
cara demokratis. Komitmen penyelanggara pemilihan 
umum yang profesional akan menutup ruang bagi 
peserta pemilihan umum yang ingin berbuat curang. 
Penyelanggaraan pemilihan umum tahun 2019 di 
Provinsi Bengkulu dan/atau memilih untuk menetap-
kan pemimpin secara langsung menurut prinsip-prin-
sip demokrasi, sekali dalam lima tahun. Hak memilih 
dan/atau dipilih yang dimiliki oleh rakyat tersebut ter-
cantum secara tegas dalam UUD 1945, sehingga hak 
tersebut sejatinya adalah hak konstitusional yang wa-
jib difasilitasi oleh negara. Pemilihan umum legislatif 
adalah merupakan ajang pesta demokrasi dan per-
helatan bangsa, juga merupakan kerja sama kolektif 
nasional dan menjadi tanggung jawab bersama untuk 
menyukseskannya. 
Dalam upaya mewujudkan pemilihan umum yang 
berkualitas tentu salah satunya sangat ditentukan oleh 
penyelenggara pemilu yang profesional serta mem-
punyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas. Oleh-
nya itu penyelenggara pemilihan umum tahun 2019 
telah di fokuskan pada upaya meningkatkan kualitas 
persiapan, mengangkat partisipasi masyarakat dan 
telah menjamin pelaksanaan pemilihan umum se-
cara demokratis. Komitmen penyelanggara pemilihan 
umum yang profesional akan menutup ruang bagi 
peserta pemilihan umum yang ingin berbuat curang. 
Penyelanggaraan pemilihan umum tahun 2019 di 
Provinsi Bengkulu dapil Kota Kota Bengkulu telah di-
laksanakan dan sudah menghasilkan para wakil-wakil 
rakyat yang akan duduk di badan legislatif yang akan 
bekerja sampai tahun 2019-2024, namun disadari 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kota Beng-
kulu dalam melaksanakan dan mengoptimalkan kin-
erja sebagai penyelanggara pemilihan umum masih di 
dapati kekurangan dan kelemahan dalam melaksana-
kan tahapan pemilihan umum yang belum sepenuh-
nya mengimplementasikan tugas secara paripurna. 
Adapun permasalahan yang terjadi saat pemilu 
dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi 
Bengkulu pada tahun 2019. Sesuai tahapan pemilu, 
masalah yang pertama dihadapi yaitu daftar pemilih 
tetap atau yang disebut DPT yang tidak akurat, yang 
diakibatkan oleh kinerja Panitia Pendaftaran Pemilih 
(PANTARLI) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) 
banyak pemilih yang telah memenuhi syarat tapi 
tidak terdaftar dalam DPT. Sehingga realita yang ada 
masih didapati juga selain DPT ada lagi yang men-
jadi acuan yakni Daftar Pemilih Khusus (DPK) mer-
eka adalah warga masyarakat yang berdomisili dan 
telah memenuhi syarat tapi tidak tercantum dalam 
DPT. Selanjutnya ada juga yang disebut Daftar Pemi-
lih Khusus Tambahan (DPKTB) yakni pemilih yang 
tidak tercantum dalam DPT dan DPK. Inilah masalah-
masalah dalam tahapan DPT yang menghambat kin-
erja Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu seh-
ingga jadwal tahapan untuk pemuktahiran data sering 
melewati batas waktu tahapan. Masalah yang kedua 
yaitu logistik yang di distribusikan oleh KPU pusat dan 
KPU Provinsi tidak tepat waktu dan kadangkala tidak 
lengkap. Sehingga distribusi ke tiap Kecamatan dan 
Desa tidak sesuai dengan tahapan logistik, yang se-
harusnya H-2 logistik perlengkapan pemungutan su-
ara sudah harus berada di TPS dengan lengkap tapi 
hasilnya logistik yang diturunkan tidak lengkap. Logis-
tik yang dimaksudkan yaitu surat suara, kertas suara, 
dan formulir. Didapati juga saat penghitungan suara 
ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh pe-
nyelenggara pemilu yakni oleh KPPS. 
Fenomena yang ada di lapangan menunjukan 
bahwa calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Bengkulu dapil Kota bengkulu Par-
tai Keadilan Sejahtera Sefty Yuslinah mengguna-
kan bahasa agama Islam Insya Allah dan fastabikul 
khairat dalam berkampanye. Dempo Exler caleg 
DPRD partai amanat nasional menggunakan baha-
sa agama dispanduk dan brosur, Suimi Fales meng-
gunakan bahasa agama di spanduk dan kartu nama 
menuliskan mohon doa dan restu. Hal ini meru-
pakan salah satu contoh manajemen politik yang 
dilakukan oleh para kandidat untuk menarik hati 
simpatisan dari para pemilihnya.14 Adapun yang 
menjadi sasaran dalam penelitian ini, seberapa 
pengaruhnya Simbol-Simbol Agama Dalam Proses 
Pemilihan Legeslatif Di Provinsi Bengkulu Tahun 
2019 (Studi Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum). 
Banyaknya calon legislatif menggunakan simbol 
agama dalam kampanye mendorong peneliti untuk 
melaksanakan penelitian dengan judul Simbol-Sim-
bol Agama Dalam Proses Pemilihan Legislatif Di 
Provinsi Bengkulu Tahun 2019, dengan sumber ref-
erensi ketua KPU Provinsi Bengkulu sebagai penye-
lenggara dan Bawaslu Provinsi Bengkulu sebagai 
pengawas pemilu bertentangan atau tidak dengaan 
Undang-undang nomor 7 tahun 2019. 
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Rumusan Masalah
Bagaimana pengunaan simbol agama dalam 
pelaksanaan pemilihan legislatif di provinsi Bengkulu 
tahun 2019, yang telah diselenggarakan pada mo-
mentum 2019 ?.
Apakah penggunaan Simbol-simbol Agama ber-
tentangan dalam pemilihan Legislatif 2019?.
Metode Penelitian
Jenis Penelitian ini Kualitatif Pengumpulan data 
menggunakan teknik penelitian lapangan pengum-
pulan data menggunakan untuk memutuskan ke arah 
mana penelitian ini dengan cara mewawancara infor-
man.
Pembahasan
Gambaran Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2019 
Di Provinsi Bengkulu Dapil Kota Bengkulu. 
Pemilu legislatif merupakan pesta demokrasi bagi 
rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat di DPR, 
DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta DPD 
sesuai hati nurani rakyat untuk memilih secara lang-
sung, bebas, rahasia dan tanpa paksaan dari siapa 
pun. Secara umum masyarakat Desa Trangkil ber-
partisipasi dalam pemilu legislaif 2019 baik aktivitas-
aktivitas politik menjelang pemilu seperti mengikuti 
kampanye maupun pada saat pelaksanaan pemun-
gutan suara yaitu datang langsung ke TPS. Peluang 
adanya pemilu serentak bagi penyelenggara pemilu 
adalah efisiensi biaya pemilu itu sendiri. Dalam kon-
teks Indonesia, penyelenggara pemilu meliputi KPU 
dan Bawaslu yang dalam pelaksanaan tugasnya se-
cara etis dikontrol oleh Dewan Kehormatan Penye-
lenggara Pemiu (DKPP). KPU bertanggung jawab 
atas penyelenggaraan pemilu mulai dari pendataan 
pemilih, menerima dan memvalidasi nominasi kon-
testan pemilu baik partai politik maupun kandidat, 
melaksanakan pemilu, perhitungan suara dan rekapit-
ulasi suara. Sementara Bawaslu bertugas mengawasi 
pelaksanaan pemilu agar sesuai dengan asas pemilu 
yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 
Dalam pelaksanaan peran dan fungsi tersebut tentu-
nya terkait banyak aspek teknis pemilu dan manaje-
men pemilu yang harus dilakukan. 
Sistem pemilu yang berbeda membutuhkan peng-
aturan dan persiapan serta manajemen pemilu yang 
berbeda. Peluang terbesar dari penyelenggara pemilu 
dengan dilaksanakannya pemilu serentak adalah 
efisiensi anggaran pemilu, karena pemilu tidak lagi 
dilaksanakan berkali kali. Sedangkan tantangannya, 
perubahan sistem pemilu dari pemilu bertahap men-
jadi pemilu serentak membawa konsekuensi teknis 
penyelenggaraan pemilu yang cukup besar. Pelak-
14Khairiah, Khairiah. “Manajemen Multikultural Dalam Berpolitik.” AL 
Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 5, no. 2 (2020): 169-182.
sanaan pemilu serentak membutuhkan kapabilitas 
dan profesionalitas penyelenggara pemilu yang baik. 
Meskipun pemilu serentak rentang waktu pelaksanaan 
pemilu menjadi lebih pendek dan penggunaan angga-
ran lebih efisien, namun persiapan penyelenggaraan 
pemilu membutuhkan waktu yang cukup panjang. 
Aspek teknis penyelenggaraan pemilu menjadi lebih 
rumit. Logistik pemilu menjadi lebih banyak, sehingga 
harus dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan 
pemilu tidak mengalami hambatan. Masalah kapa-
bitas penyelenggara pemilu ini sangat penting untuk 
suksesnya pemilu serentak. Hal ini sebagaimana dike-
mukakan oleh Reynolds, dkk. (2008: 124), bahwa 
apabila terdapat permasalahan kapabilitas dalam me-
nangani logistik, pemilu legislatif dan pemilu presiden 
secara terpisah merupakan pilihan. Pemilu serentak 
juga membutuhkan kertas suara yang lebih banyak, 
serta waktu yang dibutuhkan pemilih di dalam bilik 
suara menjadi lebih banyak. Oleh karena itu penye-
lenggara pemilu dituntut untuk bisa mendesain surat 
suara yang lebih sederhana. 
Selain itu, sosialisasi kepada pemilih harus di-
laksanakan secara lebih luas baik dari segi kualitas 
maupun kuantitasnya agar tetap tercipta pemilu yang 
berkualitas pula. Beberapa tantangan lain dalam pe-
nyelenggaraan pemilu serentak terkait dengan penye-
derhanaan dalam penyelenggaraan pemilu adalah 
perubahan sistem pemilu yang berbasis pada pilihan 
partai (sistem proporsional daftar tertutup) dan p 
enyederhanaan system kepartaian, serta penataan 86 
R. Solihah kembali daerah penelitian. Aspek sinkro-
nisasi Undang-Undang, tertama UU Pemilihan umum 
presiden, UU Pemilu dan UU Partai politik, juga men-
jadi sangat penting bagi penyelenggara pemilu. Se-
mua kebijakan yang mendukung penyelenggaraan 
pemilu serentak akan terwujud apabila penyeleng-
gara pemilu menjalin kerjasama yang baik dengan 
DPR dan Pemerintah. Selain memperhatikan peluang 
dan tantangan pemilu serentak di atas, secara teknis, 
hambatan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 
harus bisa menghitung dan menjawab persoalan ten-
tang norma pengaturan pemilu serentak itu; jadwal, 
tahapan dan program, termasuk pola rekrutmen pe-
nyelenggara pemilu sampai ke tingkat bawah yang 
tidak mengganggu berlangsungnya jadwal, tahapan 
dan program satu siklus pemilu utuh, sampai soal 
eksekusi di lapangan yang melibatkan pengamanan 
pemilunya (penyelenggara, logistik, proses pemilu, 
pengumuman hasil, pelantikan). 
Sepanjang semua hal teknisnya diperhitungkan 
dan pengaturan dasarnya dimuat dalam ketentuan 
undang-undang, pelaksanaan teknisnya tidak akan 
ada masalah yang berarti. Untuk meminimalisir ham-
batan dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, 
beberapa hal (upaya) yang dapat dilakukan adalah 
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adanya undang-undang Pemilu Serentak yang men-
gatur garis besar penyelenggaraan Pemilu Serentak 
itu. Tidak perlu rigid (kaku) karena ini yang akan di-
tuangkan dalam peraturan KPU. Koordinasi dengan 
berbagai pihak yang berhubungan dengan pemilu, 
tentu menjadi hal yang harus selalu dijalin bahkan 
sejak saat ini. Penutup Berdasarkan pembahasan di 
atas, dapatlah dikemukakan bahwa dilihat dari per-
spektif politik, pemilu nasional serentak memiliki se-
jumlah keuntungan yang bersifat hipotetik dilihat dari 
sisi pelembagaan politik dan konsolidasi demokrasi di 
Indonesia. 
Masyarakat ingin memberikan suara kepada to-
koh-tokoh calon-calon wakil rakyat yang akan duduk 
di lembaga legislatif yang menjadi pilihannya. Pemilu 
legislatif 2019 di kota Bengkulu Kabupaten dilaku-
kan secara serentak di Tempat Pemungutan Suara 
(TPS) pada hari kamis tanggal 9 April 2019 dari yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh Penyelenggara Pemi-
lu yang terdiri dari 997 TPS. Pemilu legislatif 2019 
yang diikuti 8 parpol dengan aliran-aliran politik yang 
berbeda-beda, partai politik dalam rangka mengikuti 
pesta demokrasi yang diselenggarakan pada tanggal 
9 April 2019. 
Berbeda dengan pemilu sebelumnya, hal lain yang 
perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pemilu tang-
gal 9 April 2019 bagi para pemilih untuk memberi-
kan hak suaranya dalam rangka kegiatan hak pilihnya 
dilakukan dengan memberikan tanda atau menandai 
(mencoblos) dengan tanda . Saat datang ke TPS, set-
iap pemilih akan mendapatkan lima surat suara yang 
masing-masing berwarna kuning, biru, hijau, merah 
dan abu-abu. Surat suara warna kuning untuk memi-
lih calon legislatif DPR-RI, surat suara warna biru un-
tuk memilih calon legislatif DPRD Provinsi, surat suara 
warna hijau untuk memilih calon legislatif DPRD Ka-
bupaten/Kota dan surat suara abu-abu untuk memi-
lih presiden, surat suara warna merah untuk memilih 
calon anggota DPD. Ukuran surat suara yang cukup 
besar, mencapai 54 cm x 84 cm memang akan sedikit 
meyulitkan untuk melakukan pencontrengan saat be-
rada di bilik suara. Selama kurang lebih lima menit 
waktu yang dibutuhkan untuk memilih dan mencob-
los kelima surat suara tersebut. 
Hal ini nantinya sangat menentukan baik buruknya 
anggota legislatif dan presiden yang akan duduk di 
kursi dewan untuk mewakili masyarakat selama lima 
tahun ke depan. Pelaksanaan pemilu legislatif 2019 
di provinsi dapil 1 kota bengkulu dapat dikatakan 
sukses, aman, tertib dan lancar. Artinya pelaksanaan 
pemilu ini telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Suksesnya pemilu legislatif 
2019 bukan hanya dilihat dari terselenggaranya teknis 
penyelenggaraan pemilihan umum atau pergantian 
jabatan anggota legislatif. Namun, lebih dari itu ada-
lah harapan terhadap arah perubahan masyarakat 
menuju taraf kehidupan yang lebih baik. Pemilu 
legislatif 2019 menjadi pertaruhan bagi masyarakat 
untuk percaya kepada siapapun, agar yang terpilih 
nantinya dapat membawa angin segar dalam menye-
lesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. 
Hal ini menjadi pembuktian yang akan mengantar-
kan demokrasi kita kepada kesejahteraan. Sehingga 
pilihan itu, seharusnya menjadi pilihan sadar dari 
masyarakat karena pemilu adalah sebuah keputu-
san untuk menjatuhkan pilihan kepada calon wakil-
wakil rakyat dan presiden yang dapat membawa dan 
melaksanakan aspirasi masyarakat. 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pilihan Pemi-
lih terhadap Calon Anggota DPRD Pemahaman arti 
demokrasi yang semakin luas di kalangan masyarakat 
memberikan pengaruh yang berarti bagi dinamika 
politik bangsa. Dalam kehidupan masyarakat selalu 
ada perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dihin-
dari. Demikian juga dalam bidang politik, tentunya 
masing-masing individu memiliki pola pikir dan cara 
pandang yang berbeda-beda dalam setiap mengam-
bil keputusan untuk memilih caloncalon wakil rakyat 
dalam hal ini memilih calon anggota DPRD Kabu-
paten Pati dalam pemilu legislatif 2019. Berkaitan 
dengan pemilu legislatif 2019 yang dilaksanakan di 
provinsi bengkulu dapil 1 kota bengkulu Kecamatan 
ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pili-
han pemilih terhadap calon anggota DPRD Provinsi 
Bengkulu. Ketika menjelang pemilu, para kontestan 
pemilu menawarkan program dan kebijakan politik 
yang akan dilakukan ketika kandidat tersebut terpilih. 
Mereka menjanjikan berbagai hal untuk mendapat-
kan dukungan rakyat. Meskipun tidak semua yang 
dijanjikan tersebut d Adapun beberapa pedoman per-
tanyaan dalam wawancara itu adalah sebagai berikut.
penuhi, namun sedikit banyak hal ini ikut mempen-
garuhi pilihan.15
B. Hasil Wawancara
Apakah simbol-simbol agama dalam proses 
pemilihan legislatif di Provinsi Bengkulu tahun 
2019 bertentangan dengan Undang-Undang N0 
7 tahun 2017 tentang pemilihan umum? untuk 
mengetahui apakah penggunan simbol-simbol agama 
tertentu atau simbol-simbol lain bertentangan dengan 
undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan 
umum, maka terlebih dahulu di lakukaan proses-pros-
es tersebut di atur dalam undang-undang tersebut, 
baik proses pelanggaran bersifat administratif mau-
pun juga terdapat dugaan pelanggaran pidana secara 
prinsip ada beberapa larangan telah di atur dalam un-
15KPU Provinsi Bengkulu 
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dang-undang no 7 tahun 2017 terkait pelaksana pe-
serta dan tim kamapaye di pasal 280 bahwa peserta 
dan tim kampaye di larangan mempersoalkan dasar 
pancasila, pembukaan Undang-undang dasar 1945 
dan bentuk kesatuan republik indonesia kemudaian 
larangan melakaukan kegiatan ke utuhan negara re-
publik indonesia, larangan untuk menghina seseorang 
suku,ras agama dan golongan calon dan atau peserta 
pemilu juga ada larangan menghasut dan mengadu 
domba perseorangan atau masyrakat, di larangan 
menggangu ketertiban umum,mengancam untuk 
melakukaan kekerasan seseorang atau kelompok 
orang dan atau peserta pemilu yang lain juga dilarang 
merusak menghilangkan alat praga peserta pemilu, 
ada larangan menggunakan fasilitas pemerintah, ru-
mah ibadah dan tempat pendidikan, larangan meng-
gunakan tanda gambar dan atau atribut selain tanda 
gambar dan atau atribut peserta pemilu bersangku-
tan untuk mengetahui penggunan simbol atau atribut 
terkait agama tertentu itu melanggar ketentuan yang 
di atur undang no 7 tahun 2017, maka ada proses 
yang sedang di atur sehingga bisa di ketahui sejauh 
mana dan seperti apa pelanggaran yang di lakukan 
peserta pemilu tersebut.
Mengapa calon anggota dewan Provinsi 
Bengkulu dalam menggunakan bahasa Agama 
Islam Insya Allah dan fastabikul khairat dalam 
berkampanye? 
hal ini sangat tergantung dari calon yang bersang-
kutan apa yang menjadi motivasi tujuan dan seperti 
apa strategi yang di gunakan terkait penggunaan sim-
bol agama maupun simbol tertentu kembali kepada 
calon yang bersangutan. 
Seberapa pengaruh calon anggota dewan 
Provinsi Bengkulu menggunakan simbol-simbol 
agama dalam pemilihan legislatif di Provinsi 
Bengkulu tahun 2019, yang bertuliskan di bro-
sur Insya Allah gaji untuk umat? 
seberapa besar pengaruh penggunan simbol 
agama untuk memenangkan atau meningkatkan elek-
tabilitas seorang calon, maka ini juga perlu dilakukan 
penelitian secara ilmiah menurut saya karena tidak 
mudah karena pemilu yang bersifat rahasia menjadi 
tidak mudah untuk kita mengetahui sejauh mana 
pengaruh kegunan simbol atribut tertentu untuk me-
menangkan calon tertentu karena itu perlu di lakukan 
penelitian ilmiah untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh tersebut. 
Siapa saja sasaran Calon Anggota Dewan 
Provinsi Bengkulu menggunakan bahasa Agama 
dalam pemilihan legislatif tahun 2019? 
siapa saja calon anggota dewan provinsi beng-
kulu yang melakukan penggunan simbol–simbol atau 
atribut tertentu dalam pelaksanan pemilu legeslatif 
tahun 2019 yang lalu kami sampaikan bahwa KPU 
provinsi bengkulu tidak melakukan imperestasi pen-
dataan secara khusus terkait dengan berapa jumlah 
ataupun data-data lain terkait penggunaan simbol-
simbol agama calon tersebut karena itu sampai hari 
ini kpu provinsi bengkulu memiliki data tersebut kare-
na memang dalam tahapan penyelenggaraan pemilu 
tahun 2019 kewenangan di miliki kpu belum sampai 
sejauh itu pendataan tersebut.
Apakah simbol- simbol agama dalam proses 
pemilihan legislatif di Provinsi Bengkulu tahun 
2019 bertentangan dengan Undang-undang No-
mor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ? 
dalam proses kampanye kita lihat fenomena di 
provinsi bengkulu sebenarya tidak terlalu banyak 
menggunakan simbol-simbol agama karena provinsi 
bengkulu ini kan relatif santun dan secara historis 
dinamika nya kan damai tidak terlalu banyak meng-
gunakan simbol-simbol agama seperti itu, yang saya 
pahami di dalam aturan juga tidak di larang seacara 
tegas yang tidak boleh itu menggunakan fasailitas 
negara, tempat ibadah itu tidak boleh di jadikan tem-
pat kampanye, orang atau calon, tim dan relawan 
menggunakan memobilisasi ASN, TNI dan Polri di 
provinsi bengkulu saya melihat kurang penggunaan 
itu, kalau bisa saya katakan lebih banyak mengguna-
kan etnis. 17 
Mengapa calon anggota dewan Provinsi 
Bengkulu dalam menggunakan bahasa Agama 
Islam Insya Allah dan fastabikul khairat dalam 
berkampanye? 
Calon kan punya strategi kandidat pileg atau pil-
pres 2019, saya melihat dari sisi tertentu di bengkulu 
ini termasuk religius masyrakat yang agamis mungkin 
penggunaan kalimat-kalimat seperti itu lebih pertama 
mengidentitaskan dia itu muslim kedua bagi sebagian 
masyrakat dengan penggunaan kata-kata seperti itu 
memang menarik sehingga mereka bisa membuat 
masyarakat yang mempunyai hak pilih memilih calon 
tersebut. 
Seberapa pengaruh calon anggota dewan 
Provinsi Bengkulu menggunakan simbol-simbol 
agama dalam pemilihan legislatif di Provinsi 
Bengkulu tahun 2019, yang bertuliskan di bro-
sur Insya Allah gaji untuk umat? 
saya kalau pengaruhnya tidak begitu paham kar-
ena ketika orang memilih itukan rahasia, umum dan 
bebas jadi kita ngak tau apakah karena itu mungkin 
ini juga baru pertama orang melakukan penelitian 
itu Cuma yang jelas saya katakan dari awal kalimat-
kalimat seperti itu bisa meyakinkan, bahwa orang ini 
memiliki bisa di percaya sehingga kemudian bisa di 
pilih tapi secara falid kita tidak punya data karena kita 
juga tidak pernah meneliti seperti itu. 
Siapa saja sasaran Calon Anggota Dewan 
Provinsi Bengkulu menggunakan bahasa Agama 
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dalam pemilihan legeslatif tahun 2019? 
targetnya kalau dia calon berarti dia ingin di pi-
lih nah salah satu fungsi yang mereka lakukan ada-
lah meyakinkan pemilih bahwa mereka ini memang 
layak untuk di pilih, kemudian amanah untuk di pi-
lih, kemudian berpihak kepada masyarakat, misalnya 
kayak tadi gaji untuk rakyat itukan dia memberikan 
pesan bahwa saya akan berbuat untuk masyrakat jan-
gankan soal program segala macam dengan pribadi 
aja dia berikan itu lebih pada strategi pemenangan 
untuk masing-masing pasangan calon tentunya lebih 
spespik calon ini di mana karena setiap dapil itu pasti 
berbedah-bedah walapun dia provinsi bengkulu saya 
katakan masyrakat secara umum, masyrakat religius , 
agamis dan sebagian besar muslim tapi juga memiliki 
karakteristik di bandingkan dengan dapil satu dengan 
dapil yang lain, tergantung di dapil yang mana hal-hal 
seperti itu bisa di terapkan, tidak ada pertentangan 
yang tidak boleh itu menggunakan rumah ibadah itu 
ada larangan dan saksinya, larangan menggunaakan 
fasiliatas pendidikan. 
Apa Strategi menggunakan bahasa Agama 
yang di tulis pada kartu nama mohon doa dan 
restu? 
menggunakan kata atau kalimat-kalimat bernu-
ansa seperti itu saya kira tidak ada regulasi dan itu 
juga itu bagian ikhtiar bahwa sanya mereka memo-
hon dukungan juga harus di ridhoi yang maha kuasa 
jadi itu bagus doa dan harapan sehingga menunjukan 
mereka memiliki pemahaman agama yang baik.
Dari wawancara Bapak Parsarada Harahab seba-
gai Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu tersebut menya-
takan bahwa Simbol-simbol agama dalam pemilihan 
legislatif tidak bertentangan dengan Undang-Undang 
No 7 tahun 2017 sepantauan Bawslu Provinsi Beng-
kulu, dalam wawancara yang di lakukan dalam kon-
tek kalimat dan bahasa asal tidak menistakan agama 
itu ada terjadi di provinsi Bengkulu.17
Apakah simbol- simbol agama dalam proses 
pemilihan legislatif di Provinsi Bengkulu tahun 
2019 bertentangan dengan Undang-Undang No 
7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ? 
yang berikutnya penggunan politik identitas ber-
tentangan Undang-Undang, nah ini agak bias me-
mang untuk tatanan negara indonesia selama ini 
politik identitas selalu di gunakan oleh kelompok-kel-
ompok yang mengatasnamakan agama suku, ras dan 
sebagaimana nya, nah ini juga tidak bisa di tindak 
tetapi politik identitas ini akan membahayakan dari 
pada pesta demokrasi itu sendiri akan memberikan 
ruang konflik yang begitu besar terhadap masyrakat 
itu sendiri oleh sebab itu politik identitas tidak di an-
16Irwan Saputra KPU Provinsi Bengkulu, Wawancara Tanggal 23 Juni 
2019 
jurkan kalau di tanya apakah politik identitas itu ber-
tentangan dengan undang- undang N0 7 tahun 2017, 
ya secara ini nya tidak di anjurkan tentu tidak baik 
bertentangan dari semangat undang-undang No 7 itu 
sendiri. 
Mengapa calon anggota dewan Provinsi 
Bengkulu dalam menggunakan bahasa Agama 
Islam Insya Allah dan fastabikul khairat dalam 
berkampanye? 
apakah banyak orang menggunakan kata insya al-
lah yaitu kita harus tahu terlebih dahulu, apakah itu 
merupakan politik indetitas membawa- bawah agama 
atau tidak, kalau hanya Insya Allah dia terpilih dia 
akan melakukan menjalankan visi misi nya saya rasa 
itu masih dalam tataran yang wajar- wajar saja tapi 
sekali lagi yang namanya politik identitas tidak di ajur-
kan semangat demokrasi di negara kita. 
Seberapa pengaruh calon anggota dewan 
Provinsi Bengkulu menggunakan simbol-simbol 
agama dalam pemilihan legislatif di Provinsi 
Bengkulu tahun 2019, yang bertuliskan di bro-
sur Insya Allah gaji untuk umat? 
terkait dengan politik identitas baik itu berkaitan 
dengan isu-isu tentang agama maupun tentang isu-
isu kesukuan dan baik itu di pemilihan kepala daerah 
maupun pemilihan legislatif untuk isu-isu terkait den-
gan agama, ras dan suku sebenarya tidak di ajurkan 
dalam berpolitik baik itu pemilihan legislatif maupun 
pemilihan kepala daerah, karena untuk memilih sese-
orang tidak lah berkaitan dengan politik indentitas itu 
sendiri kesukuan, agama dan ras dll, dalam demokrasi 
masyrakat di berikan kebebasan untuk memilih calon 
pemimpin atau wakilnya untuk duduk DPRD baik 
kabupaten kota, provinsi, maupun pusat di berikan 
kebebasan tanpa harus melihat kesukuan dan tanpa 
melihat politik identitas ke agaman cara memilih tentu 
melalui visi misi calon anggota DPR atau rekam jejak 
calon DPRD, visi misi walikota bupati dan gubernur, 
tidak memilih terkait dengan politik identitas, 
Siapa saja sasaran Calon Anggota Dewan 
Provinsi Bengkulu menggunakan bahasa Agama 
dalam pemilihan legislatif tahun 2019? 
kepada masyrakat pada siapapun, tidak jadi 
masalah, yang menjadi masalah politik identitas 
itu sendiri kalau seandainya berpolitik membawah 
agama, membawah-bawah ayat mempolitisi, ras suku 
dan agama itu tidak boleh itu akan menimbulkan 
konflik yang luar biasa oleh sebab itu tidak di sara-
nkan melakukaan politik identitas. 
Apa Strategi menggunakan bahasa Agama 
yang di tulis pada kartu nama mohon doa dan 
restu? 
Kalau itu masih hal yang wajar ya karena memo-
hon doa restu masyrakat dan itu bukan politik iden-
titas.
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Dari wawancara pada bapak suimi Fales Sebagai 
Anggota Dewan legislatif pada dasarnya yang tidaak 
di bolehkan adalah politik identitas yang dapat me-
mecah bela persaatuan NKRI.18
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami 
bahwa  penggunaan simbol-simbol agama dalam 
proses Pemilihan Legislatif di Provinsi Bengkulu ta-
hun 2019 (Studi Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 7 tahun 2017) tidak bertentangan. Undang-
undang Nomor 7 tahun 2017 terkait pelaksana pe-
serta dan tim kampaye di pasal 280 bahwa peserta 
dan tim kampaye di larangan mempersoalkan dasar 
Pancasila, Pembukaan Undang-undang dasar 1945 
dan bentuk kesatuan Republik Indonesia kemudian 
larangan melakukan kegiatan keutuhan negara Re-
publik Indonesia, larangan untuk menghina seseorang 
suku, ras agama dan golongan calon dan atau peserta 
pemilu juga ada larangan menghasut dan mengadu 
domba perseorangan atau masyrakat, dilarang meng-
gangu ketertiban umum, mengancam untuk melaku-
kan kekerasan seseorang atau kelompok orang dan 
atau peserta pemilu yang lain juga dilarang merusak 
menghilangkan alat praga peserta pemilu, ada laran-
gan menggunakan fasilitas pemerintah, rumah iba-
dah dan tempat pendidikan, larangan menggunakan 
tanda gambar dan atau atribut selain tanda gambar 
dan atau atribut peserta pemilu bersangkutan untuk 
mengetahui penggunan simbol atau atribut terkait 
agama tertentu itu melanggar ketentuan yang di atur 
undang Nomor 7 tahun 2017, maka ada proses yang 
sedang di atur sehinggaa bisa di ketahui sejauh mana 
dan seperti apa pelanggaran yang di lakukan peserta 
pemilu tersebut. Aturan juga tidak di larang secara te-
gas yang tidak boleh itu menggunakan fasilitas neg-
ara, tempat ibadah itu tidak boleh di jadikan tempat 
kampanye, orang atau calon, tim dan relawan meng-
gunakan memobilisasi ASN, TNI dan Polri di Provinsi 
Bengkulu. Bahasa agama yang di gunakan dalam 
kontek hal yang wajar dalam bentuk kalimat Insya Al-
lah atau meyakinkan masyrakat dengan menunjukan 
identitas sebagai muslim agar masyarakat memilih.
Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpul-
kan bahwa penggunaan bahasa, kalimat agama dan 
17Parsadaan Harahab, Bawaslu Provinsi Bengkulu, Wawancara 24 Juni 
2020
18Suimi Fales Anggota Dewan Provinsi Dapil 1,28 Juni 2020 
simbol-simbol agama dalam proses Pemilihan Legis-
latif di Provinsi Bengkulu Tahun 2019 (Studi Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017) 
tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan 
Undang-undang dalam pelaksanaan Pemilu serentak 
Tahun 2019.
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